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Dokumen ini adalah milik PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA 

Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  

tanpa seijin PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA 

 

KODE DOKUMEN : 3725/KPTA.W.9-A/OT1.2/XII/2023 

TGL. PEMBUATAN : 01 Maret 2018 

TGL. REVISI : 18 Desember 2023 

TGL. EFEKTIF : 18 Desember 2023 

Disahkan Oleh, 
 
 
 
 
 
 

Dr. Drs. H. Endang Ali Ma`Sum, S.H., M.H. 
PENGADILAN TINGGI AGAMA 

JAKARTA 

DOKUMEN MASTER : ✓  

DOKUMEN TERKENDALI :  
NO. 
SALINAN 

: __ __ __ 

DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :   

DOKUMEN KADALUARSA :   



 

 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara 

1. S-1 Hukum 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara 

2. S-1 Ekonomi 

3. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan 

3. S-1 Ilmu Komputer 

4. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah 

4. D-3 Akuntansi 

5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.6/2014 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang 
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara 

5. SLTA (SMA/SMU/MAN/SMK/Sederajat) 
 
 

6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara 

 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 
tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara 
Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat 

 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan 
Penghapusan Barang Milik Negara 

 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang 
Milik Negara 
 

 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN 

1. SOP Pelaksanaan Anggaran  
Komputer, Printer, Scanner, Jaringan Internet, Box File, Lemari Arsip 2 SOP Penatausahaan Persediaan 

3. SOP Laporan Keuangan 
 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

 
1 

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas 
pengelolaan barang milik negara tidak berjalan dengan 
baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta 
diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku 

Pencatatan barang milik Negara pada aplikasi SAKTI dan SIMAN; 
Pelaksanaan rekonsiliasi internal bulanan, rekonsiliasi semester dan 
rekonsiliasi tahunan; Pembuatan laporan barang milik negara 
semester 1, semester 2 dan tahunan 
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